PERPUSTAKAAN KPK

- RINGKASAN_ No. nduk

| 1L 00 0

U f 1[\‘,\‘_]'.\-1;\

No. Panggil :

Samin Tan (depan) setelah
menjalani pemeriksaan di
gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi, Jakarta, April 2021.

&8 ANTARA/NOVA WAHYUDI (ALEX), TEMPO/IMAM SUKAMTO (WAWAN, SAMIN), TEMPO/M TAUFAN RENGGANIS (NASDEM)
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Agung Bebask

Samin Tan

AHKAMAH Agung me-

nolak permohonan ka-

sasi yang diajukan Komi-

si Pemberantasan Korup-

si dalam kasus suap yang
menjerat Samin Tan, pengusaha batu bara
sekaligus pemilik PT Borneo Lumbung Ener-
gy & Metal (PT BLEM). Putusan Mahkamah
memperkuat vonis Pengadilan Tindak Pida-
na Korupsi Jakarta yang membebaskan Sa-
min Tan pada akhir Agustus 2021.

“Amar putusan: tolak,” demikian putus-
an kasasi yang dimuat dalam situs resmi
Mahkamah, Senin, 13 Juni lalu. Selain Suha-
di, anggota hakim sidang itu adalah Suharto
dan Ansori.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
memutus Samin Tan tak terbukti memberi-
kan suap sebesar Rp 5 miliar kepada anggota
Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari
Partai Golkar periode 2014-2019, Eni Maula-
ni Saragih. Hakim menyatakan Samin sebagai
korban pemerasan yang dilakukan Eni.

Samin Tan diduga meminta bantuan ang-
gota DPR dari Fraksi Golkar, Melchias Mar-
kus Mekeng, untuk mengurus izin tambang
miliknya, PT Asmin, anak usaha PT BLEM.
Pada Oktober 2017, Kementerian Energi dan
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Sumber Daya Mineral memutus perjanji-
an karya pengusahaan pertambangan batu
bara seluas 40 ribu hektare di Kalimantan
Tengah yang dipegang PT Asmin.

Melchias menghubungkan Samin dengan
Eni, ketika itu menjabat Wakil Ketua Komi-
si Energi DPR. Pada pertengahan Juli 2018,
KPK menangkap Eni karena ia menerima
suap dari Samin Tan. Eni divonis 6 tahun
penjara pada awal Maret 2019.

Samin Tan menjadi buron sejak Mei 2020
dan ditangkap pada awal April 2021. Jak-
sa menuntut dia 3 tahun penjara ditambah
denda sebesar Rp 250 juta subsider kurung-
an6bulan.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri,
mengatakan putusan Mahkamah yang mem-
bebaskan Samin Tan berpotensi menjadi
preseden buruk dalam upaya pemberan-
tasan korupsi. Menurut Ali, putusan itu tak
mempertimbangkan aspek serta modus ko-
rupsi yang kompleks.

“Penegakan hukum tidak hanya atas dasar
textbook,” ujarnya, Jumat, 17 Juni lalu. Sedang-
kan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menga-
takan lembaganya akan mengkaji langkah hu-
kum yang bisa dilakukan untuk melawan vo-
nis bebas terhadap Samin Tan. @
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KORTING HUKUMAN
PARA KORUPTOR

SETELAH hakim agung
Artidjo Alkostar pensiun
pada 2018, sejumlah
narapidana koruptor
berbondong-bondong
mengajukan permohonan
kasasi dan peninjauan
kembali ke Mahkamah
Agung. Sebagian koruptor
berhasil mendapatkan
potongan bahkan bebas
dari hukuman.

Menteri Kelautan dan
Perikanan periode 2019-
2020, Edhy Prabowo
Kasus: Suap izin ekspor
benih lobster

Hukuman 9 tahun penjara
berkurang menjadi 5 tahun

Menteri Sosial periode
Januari-Agustus 2018,
Idrus Marham

Kasus: Suap proyek
Pembangkit Listrik Tenaga
Uap Riau

Hukuman 5 tahun penjara
dikorting menjadi 2 tahun

Mantan Kepala Badan
Penyehatan Perbankan
Nasional, Syafruddin
Arsyad Temenggung
Kasus: Korupsi Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia
Hukuman 15 tahun penjara
menjadibebas




